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BUPATI BOMEANA

PROVINSJ SULAWES]I TENGGARA .

PERATURAN BUPATI EOMBANA

NOMOR || TAHUN 2015

TENTANG

!

1

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANG(:UNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA SERTA PENGELUARAN UNTUK MENDANAI
KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DILINGKUNGAN I'EMERINTAH
: KABUPATEN BOMBANA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a.

BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk melaksanakan 1~ etentuan pasal
134 ayat (4) pasal 162 ayat: (11] Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pe ngclolaan Keuangan

Daerah sebagaimana. yang

telah

diubah

beberapa kali terakhir  dengan | Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
perlu ditetapkan dengan Per aturan Bupati

tentang  Mekanisme

Pclaksanaan dan

Pertanggungjawaban Belanja T1dak Terduga
serta Pengeluaran untuk Mendanai Keadaan

Darurat dan Mendcsak

Pemerintah Kabupaten Bombana,

bahwa berdasarkan.

dlhngk'ungan

perhmbangan

sebagaimana dimaksud huruf  a, perlu

ditetapkan  dengan

Peraturan

Bupati

Bombana tentang Mekanisme Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak
Terduga serta Pengeluaran untuk Mendanai
dan  Mendesak  di
lingkungan Pemerintah Kabupdteni I|30mbana.

Keadaan  Darurat

Undang-Undang Nomor 29:  Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten | Bombana,
Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka -
Utara di Provinsi Sulawesi’
(Lembaran Negara Republik Indoncsxa Tahun
'I‘ambahan i Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339),

2003 Nomor 144,

Undang-undang Nomor

| Tenggara

17 Tahun 2003

tentang Keuangan Ncgara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara | Republik
Indonesia Nomor 4286); »
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Indonesia Tahun 2004

Negara Republik

ﬂ:l
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10.

11.
12.

13.

AT}

Nomor S, Tmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor, 4355);
Undang-Undang Nomor 15: Tahun 2004
tentang - Pemeriksaan Pcngvclolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400), -
Undang-Undang Nomor 33|;Tahun 2004
tentang Penmbang,an Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan. Pemermtahan Daerah
(Lembaran Negara chubhk Indonesxa Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan'||Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana! (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 26 i Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2011
tentang Pembentukan Pcraturan Perundang—
undangan (Lembaran - Negara ,, Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor, 82, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indocs:a Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor - 23 'I‘ahun 2014,

~ tentang . Pemerintahan Daerah [Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan . Pemerintah Peng; anul ‘Undang-
Undang Nomor 2 Tahun | 2014 tentang
Perubahan Atas Undang—Undang; Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesna Tahun
2014 Nomor 246); R

Peraturan Pemerintah Repubhk Indone31a
Nomor 58 Tahun 2005 tentang | Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lcmbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578); |
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan!| Pemenntahan

. antara Pemenntahan .Daerah Provm51 dan

Pemerintahan  Daerah : Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun
2007 Nomor 81, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesxa Nomor 4737); . 5

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana ' (Lembaran = Negura | Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4828); . i

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara' | Tahun 2008
Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4830); ' l

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

//




-
RclRF 1 1

tentang  Standar Akuntansi

Pemenntah

(Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan':|Lembaran

, Negara Republik Indonesua Nornor 52 19);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

: Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah scbagalmana telah diubah
beberapa kali, terakhir - denvan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 ‘I‘ahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas ,Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang - Pedoman Pedoman.

Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Ne gcn
: Tahun 2014 tcntang Pcmbentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Ne; Jrara
Indonesia Tahun 2014 Nomor \.2), ,

16. Peraturan Kepala |

Badan |

Pengelolaan

Nomor 1
Republik

Nasional

Penanggulangan Bencana Nomor i6.A Tahun
2011 tentang Pedoman : Pen;,gunaan Dana
Siap Pakai pada Status Ke daan ‘Darurat

Bencana;

17 Peraturan  Kepala -

! 1

Badan ,

1 Nasional

Penanggulangan Bencana Nomor | 18 Tahun
2009 tentang Pedoman Standansa31 Logistik

Penanggulangan Bencana;
habupatcn

18. Peraturan Daerah

1

' Bombana

Nomor 9 Tahun 2011 tentangf Pembentukan

Organisasi dan

Ket]a

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bombana;

:_19. Peraturan  Daerah Nomor 22

Tahun 2012

tentang Perubahan Ketiga' Atas’ | Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pembentukan Orgaxinsasn dan

Tata Kexja Perangkat Da.erah

i
i
[

A

MEMUTUSKAN ‘
Menetapkan : PERATURAN ' BUPATI BOMBANA iTENTANG
MEKANISME PELAKSAHAAN DAN

PERTANGGUNG JAWABAN:

TERDUGA SERTA FPEN GELUARAN |

MENDANAI  ‘KEADAAN '
MENDESAK DI LINGKUNGAN

KABUPATEN BOMBANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupaten Bombana;

BEJLANJA TIDAK

UNTUK

DARURAT DAN

i PEMERINTAH

:
!

1
|
i !
|

‘2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sela_ku Unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
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10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.
17.

18.

T Pb l
:
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selan_]utnya,dlsebut APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemcnntah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Badan Pcngclola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana yang
selanjutnya -~ disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan
aset daerah; |

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBDJ Kabupatcn Bombana
yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat iDacrah pada
Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Penanggulanpan Bencana
Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana yang selan;utnya disebut
Sekda secara Ex-Officio adalah Kepala Badan F’enanggulangan
Bencana Daerah; ;
Pengguna Anggaran Pejabat - Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan pendapatan yang berasal
dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belan;a bunga belanja
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belan_]a |bag1 hasil,
belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga d.m penenmaan
serta pengeluaran pembiayaan daerah; ‘

Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Kcuangan Daerah yang
selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat yang dlb( ri kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi PA-PPKD. = i1 |

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnva dlsebut PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha‘ keuangan
pada SKPD;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya dlsebut PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang. melaksanakan beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bxdang tugasnya dan atau
atas pertimbangan lainnya;

Bendahara pengeluaran pejabat Pengelola: keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut Bendahara-PPKD adalah pejabat. iungsmnal yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk kt,perluan belan_la daerah
dalam rangka pelaksanaan belanja PPKD;

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya dlsmgkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran’ yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program .dan vkeglatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola heuang:m Daerah yang
selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kcxja dan anggaran
badan/dinas dan Kantor;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutm a dlsebut DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran; ,

Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran pejclbat | Pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disingkat DPPA—PPK.D adalah
dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas dan Kantor; |

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk meIaksanakan kegiatan
dalam setiap periode; SR

Surat Permintaan pembayaran yang selanjutnya dxsebut SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh’ pejabat yang bertanggrun'awab atas

':.i
' l
i
) [
i

i

.ii:

7)

: . i

N . ) . ] H

' ‘ o ]
. . . . ‘,!



19,
20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27,

Pengelola Belanja Tidak Terduga terdiri dari :

a.
b.
C.
d.
e

(2)

. Bendahara Pengeluaran BPBD.

LU

eI

pelaksanaan keglatan /bendahara pengeluaran untuk menga_]ukan
permintaan pembayaran; :

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk keglatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak dlpcrlarakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penemnaan daerah tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup;

Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis sclanjutnya dlsmgkat SKPD
teknis adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Bombana
yang melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsmya untuk
melakukan pekerjaan keadaan darurat dan/keadaan me ndcsak
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian pensttwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
discbabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan tlmbulnycv korban jiwa
manusia,- kerusakan lingkungan, kemglan harta benda dan dampak
psuikologis; 1

Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak status 31aga darurat tanggap
darurat dan transisi darurat ke pemulihan; o .

Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dlldkukan dengan
segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadap1 dampak
buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegxatan penyelamatan
dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi; ;|

Tanggap Darurat = Bencana adalah serangkaian keglatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadxan bcncana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang rna.hputl kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan  dasar, perlindungan kelompok rentan pengurusan
pengungsi serta pemulihan darurat.

Transisi Darurat Kepemulihan adalah serang’kalan keg1atan yang
dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kcbutuhan dasar,
perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat. ! 3

Keadaan Darurat adalah Keadaan yang dapat memmbulkan akibat
yang tidak dapat diprediksi. :

Keandaan Mendesak adalah keadaan yang memaksa i untuk segera
dllakukan/dlpenuhl _ _ B _

: 1
i

BAB I ‘ G

BELANJA TIDAK TERDUGA R
Bagian Kesatu o
Pengelola Belanja Tidak Terduga T

Pasal 2

Pengguna Anggaran PPKD;

Kuasa Pengguna Anggaran PPKD; i

Kepula Pelaksana BPBD atau Komando Tanggap Darurat Bencana
Bendahara Pengeluaran PPKD; dan ' T

'
o

Pasal 3 “1

| (1) Pengguna Anggaran PPKD sebagaimana dxma.ksud daiam Pasal 2 huruf

a adalah Kepala BPKAD
Tugns dan tanggung jawab pengguna anggaran PPKD sebagaunana
dmmksud pada ayat (1) adalah: B 7

1
S
b
P
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a. Penanggungjawab pengendalian, koordinasi daﬁ; : pelaksanaan
leuangan Belanja Tidak Terduga; _ o
b. Mengawasi pengelolaan belanja tidak terduga; i ; ;
c. Bertanggun.awab terhadap penggunaan dana belanja tldak terduga
sesuai dengan kewenangannya DR EEEE j ,
. : . {
‘ Pasal 4 B
(1) Kuasa Pengguna Anggaran PPKD sebagaunand dxmaksud dalam Pasal 2
huruf b adalah Sekretaris pada BPKAD.
(2) Tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran scbagalmana
dimaksud pada ayat (1) adalah : |
a. Membantu penyelenggaraan, kelancaran proses. adtmmstrasx
keuangan belanja tidak terduga sesuai dengan kewenangannya
b. Membantu PA-PPKD mengendalikan, . mengawam dan
mempertanggun’awabkan pcngelolaan keuangan| ,belanga tidak
terduga;
c. Menyusun dan ' menyampaikan laporan keglatan penanganan
bencana alam baik fisik maupuan keuangan kepada Pengguna
Anggaran; : iy
d. Menyetuyjui pernbayaran /setuju bayar pada kvntan31, R
e. Menandatangam SPM Belanja Tidak Terduga - U

, Pasal 5
(1) Kepala Pelaksana BPBD atau Komando Tanggap. Darurat Bencana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf ¢ adala SKPD/Tlm yang
melaksanakan penanganan tanggap darurat yang mcnggunakan belanja
- tidak terduga. ~
(2) Tugas dan Tanggung jawab Kepala Pelaksana BPBD / quando Tanggap
 Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : .
a. Melakukan survey lapangan pada lokasi bcncana alam/ bencana
sosial dan melaporkan hasilnya kepada Bupati; gy |
b. Mengusulkan kepada Bupati status/tingkat bencana. kabupaten,
¢. Mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) T.El'n'g'ga'p Darurat
Bencana;
d. Melaksanakan pcnanganan tanggap darurat sesuai dt,ngan RKB;
e. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugasnya kt,pada Bupati
- (3) Status/tingkat bencana sebagaimana d:maksud ayat (2) huruf b

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

| Pasal 6 i
(1) Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dxmaksud dalam pasal 2
huruf d adalah staf pada BPKAD; L
(2) Tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran sebagaunana
dimaksud pada ayat (1) adalah : |
a. Mcmproses pencairan dana untuk kegiatan penanganan bencana
alam/bencana sosial dan lainnya melalui belanja tidak terduga,
b. Menerima, membayarkan, membukukan dan mempertanggung
jawabkan Dana Belanja Tidak terduga; |
c. Menyelenggarakan pembukuan dan penatausahaan] terhadap
seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya; :
d. Menandatangani' tanda bukti pembayaran (lunas, bayar pada
kwitansi) '
. Membuat dan menyampalkan SPJ kepada PA-PPKD; :
Membuat laporan realisasi Belanja Tidak Terduga kepada Pengguna
Anggaran PPKD. . !

o

i
v
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Pasal‘?

(1) Bendahara Pengeluaran BPBD sebagaimana dlmaksud dal;lm Pasal 2
hurufeadalah staf pada BPBD; .

(2) Tugs

dan tanggung jawab bendahara pcngeluaran Badan

Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dlrnaksud / pada ayat (1)
adalah :

a.

b.

C.

Menerima Pelimpahan dana belanja tak terduga untuk kegiatan
penanganan bencana alam/bencana sosial dari BPKAD; |
Menerima, ‘ membayarkan, membukukan dan
mempertanggungjawabkan Dana Belanja Tidak terduga; )
Menyelenggarakan pembukuan dan penatausahaan[ terhadap
seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung]awabnya o
Menandatangani  tanda buku pembayaran (lunas bayar pada
kwitansi)

. Membuat dan menyampaikan SPJ kepada hepala BPKAD melalui

Kepala Pelaksana BPBD;
Membuat laporan realisasi Belanja Tidak 'I‘c.rduga kepada Kepala
BPKAD melalui Kepala Pelaksana BPBD. _

: ' Bagian Kedua
Pengg'unaan Belanja Tidak Terduga

!
]
|
|
|
i
|

PasalS

(1) Pembebanan Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk g i

a.

C.

d.

Pekerjaan penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial
vang dilaksanakan untuk kebutuhan tanggap darurat,’ |pencanan
dan penyelamatan korban bcncana, pertolongan darurat evakuasi
korban bencana, kebutuhan air bersih dan, samtasx pangan,
sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta hunian
sementara; H
Bantuan/ Santunan korban bencana alam dan/atau korban bencana
sosial; b

Bantuan pcrbalkan rumah korban bencana alam/ bencana sosial,
korban kebakaran serta rumah tertu'npa pohon;

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya. : i

~{2) Belanja Tidak Terduga scbagannana dimaksud ayat (1) huruf a dapat
diberikan setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tcntang 'penetapan
status/tingkat bencana alam dan/atau bencana sosxal dalam kurun
waktu 14 (Empat Belas) hari setelah tcxjadmya bencana a]am dan/atau
bencana sosial;

(3] Apabila dalam kurun waktu 14 (empat belas] harl tldak dltetapkan
- Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tanggap
darurat -atas bencana alam dan/atau bencana .,05131 tersebut
merupakan kegiatan pasca bencana yang dlang,garkan dalam bentuk
program dan kcglatan pada SKPD teknis. - |

f
' Bagian Ketiga Cor s
Mekanisme Pembenan dan Pencairan 3 |
. B ]

i

Pasal 9

(1) Mekanisme pembehan belanja. tidak tt,rduga untuk kegiatan
penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sqsxal sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah :

|
i
5
i
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Surat Permohonan /Laporan Kejadlan Bencana Alam/ Bencana Sosial
dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat kepada Bupati
melalui BPBD;

Bupati dapat meminta saran kepada Sekda uekahgus menugaskan
agar dilakukan cek lapangan oleh BPBD/Tim: | Reakm Cepat
(TRC)/Komando Tanggap Darurat Bencana dan SKPD) Tekms terkait
untuk melakukan cek lapangan sekaligus mcmbuat bcrlta acara
teknis dan penghitungan Rencana kebutuhan Belanja (RKB),
Berdasarkan hasil cek lapangan dan berita acara tekms Kepala
Pelaksana BPBD menyiapkan Surat Keputusan Bupah tentang
Penetapan Status/Tingkat Bencana alam dan/atau Bt*ncana Sosial;
Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah, BPBD dan atau/SKPD
teknis terkait menyampaikan usulan Rencana Kebutuhan Belanja
(RKB) kepada Bupati untuk disetujui;

Berdasarkan usulan RKB Kepala Pelaksana BPBD Kepala BPKAD
menyiapkan dan memproses kebutuhan anggaran pclaksanaan
pekerjaan tanggap darurat penanggulangan bencana! alam dan/atau
bencana sosial dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga,
Apabila dipandang perlu Sekda dapat melakukan | rdpat koordxnam
bersama dengan mstan31 terkait dalam menyampmkan saran kepada
Bupati;

Kepala . BPKAD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat
bencana kepada BPBD paling lambat 1- (satu) hari kelja setelah
diterimanya RKB yang telah disetujui Bupati dan Keputusan Bupati
tentang status/tmgkat bencana alam dan/ bencana sosaal serta
dokumen pendukung lainnya. |
Pencairan dana . tanggap darurat bencana dllal'ukan dengan
mekanisme TU (Tambah Uang) dan diserahkan kepada bendahara
pengeluaran BPBD dalam bentuk pelimpahan uang. ' |

(2) Mekanisme pemberian belanja tidak terduga untuk bantuan/ santunan
korban bencana alam sebagalmana dimaksud daIam pasal 8 ayat (1)
huruf b adalah : -

a.

b.

Surat Permohonan/Laporan Kejadian Bencana Ala.m dan Kepala
Desa/Lurah diketahui oleh Camat kepada Bupati meLalm BPBD
Bupati dapat meminta saran kepada Sekda ,ekallgus menugaskan
agar melakukan cek lapangan oleh BPBD/Tim Reakm Cepat {TRC)
Komando Tanggap Darurat Bencana, dan SKPD 'I‘eknls terkaxt untuk
melakukan cek lapangan;

Berdasarkan hasil cek Iapangan Kepala Pelaksana BPBD
menyiapkan telaahan untuk memberikan bantuan/ santunan kepada
korban bencana alam kepada Bupati Cq Kepala BPKAD

Berdasarkan telaahan Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPKAD
meneruskan dan menyampaikan saran kepada Bupatl melalui

- Sekretaris Daerah atas penggunaan dan ketersedxamz Belan_]a Tidak

Terduga pada APBD beserta dokumen pendukung lamnya,

Apabila dipandang perlu Sekretaris Daerah dapat melakukan rapat
koordinasi bersama dengan instansi terkait dalam menyampmkan
saran kepada Bupati; I

Kepala BPKAD selaku BUD mcncmrkan dana tak terduga kepada
BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah d1tenmanya
Persetujuan Bupati pemberian bantuan/ santunan kepada korban
bencana alam; '

Pencairan dana pemberian bantuan bencana alam dlLakukan dengan
mekanisme TU (Tambahan Uang) sclanjutnya diser ahkan kepada
bendahara pengeluaran BPBD dalam bentuk pehmpahan uan
untuk seterusnya diberikan kepada korban. . :

f
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(3) Mekanisme pembenan belanja = tidak tcrduga untukl ‘bantuan
perbaikan/pembangunan rumah korban bencana alam/ bencana sosial,
korban kebakaran dan rumah tertimpa pohon, scbaga,lmana dxmaksud ‘
dalam pasal 8 ayat (1) huruf ¢ adalah :

a.

Surat Permohonan/Laporan Kejadian Bencana Alam/ Bcncana Sosial
/Laporan Kebakaran Rumah Warga dari; Kepala Desa/Lurah
diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui BPBD; | ||

Kepala Pelaksana BPBD menugaskan Tim Identlﬁkaﬂ dan Verifikasi
untuk melakukan verifikasi lapangan sckajlgus menghltung
kerusakan dan kerugian akibat bencana kebakaran; ‘| :

. Tim Identifikasi : dan Verifikasi mengusulkan bebaran bantuan

kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk dlSCt‘Ll_]l.ll dari diajukan
kepada Bupati; ‘

Apabila Bupati telah menyetyjui bantuan tersebut sclan_;utnya
disampaikan kepada Kepala Badan Pcngelola Kcuangan dan Aset
Daerah untuk untuk diproses lebih lanjut; . |

Kepala BPKAD selaku BUD mencairkan dana tak 1erduga kepada
BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja- setelah dxtenmanya
Persetujuan Bupati tentang pemberian bantuan perbalkan rumah
korban bencana alam/bencana sosial, korban I«ebakaran dan
korban tertimpa pohon; i
Pencairan dana bantuan perbaikan rumah korban bencana
alam/bencana sosial, korban  kebakaran .dan tu.rt:mpa pohon
dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan dlscrahkan
kepada Bendahara Pengeluaran BPBD dalam bentuk pehmpahan
uang untuk selanjutnya diteruskan kepada korban. | |

(4) Mekanisme pembcrlan belanja tidak terduga atas' Ipengf:mbahan
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d adalah :

a.

Surat Permohonan/pemberitahuan yang dilengkapi dengan bukti-
bukti yang sah tentang adanya keterlan_]uran penenmaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dari Pemenntah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan/Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya
kepada Bupati cq. BPKAD;

Kepala BPKAD. menehtl/memvenﬁkam surat permohonan/
pemberitahuan keterlanjuran penerimaan daerah sebagaimana
dimaksud huruf a diatas dan selanjutnya mengajukan telaahan staf
kepada Bupati untuk pembayaran keterlanjuran penpnmaan daerah
clari belanja tidak terduga; |

Apabﬂa Bupati . tidak menyetujui pembayaran keterlanjuran
penerimaan daerah, maka kepala BPKAD mengembahkan
permohonan/ pemberitahuan tersebut kepada pemohon, ]

Apabila Bupati setuju, Kepala BPKAD mcnylapkan keputusan
Bupati tentang pembayaran keterlanjuran penenmaan daerah yang
berisi sekurang-kurangya penetapan penecrimaan pe mbayaran dan
besaran dana yang akan dibayarkan untuk dltandatangam Bupati
dan Surat Pemberitahuan kepada DPRD atas: pengyunaan Belanja
Tidak Terduga; SRR

. Berdasarkan Keputusan BupatJ Bendahara Peng%lua'ran PPKD

melakukan mekanisme pencaxran dana yang dﬂakukan melalui
BPKAD dengan cara pengajuan SPP-LS Belanja tldak terduga kepada
PA-PPKD/KPA-PPKD melalui PPK-SKPD BPKAD SRS ' /



Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 10

(1) Penggunaan Dana Tanggap Darurat bencana alam dan/atau bencana
sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan
bantuan/santunan korban bencana alam scbagaunana d:maksud dalam
pasal 8 ayat (1) huruf b serta bantuan perbmkan/ pembangunan rumah
korban. kebakaran, bencana alam dan tertimpa pohon, . sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dicatat pada Buku Kas Umum
tersendiri oleh BPBD.

(2) Apabila dipandang perlu Bendahara Pengeluaran 'BPBD dapat
menggunakan buku' pembantu kas umum ters ,cndm sesua1 dengan

‘ kebutuhan. '

-(3) Bendahara pengcluaran PPKD melakukan penatausahaan keuangan
menggunakan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Umum sesuai
dengan Peraturan Bupati yang mengatur Slstem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah ‘ L

. Bagian Kelima
- Pertanggungjawaban

: Pasal 11 '

(1) Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab secara fisik danl keuangan
terhadap penggunaan dana tanggap darurat dan/ atau bantuan korban
bencana serta bantuan perbaikan rumah korban | | bencana
alam/bencana sosial, korban kebakaran dan tertlmpa pohon yang
dikelolanya;

(2) Pertanggung}awaban atas penggunaan dana tanggap darurat dan
bantuan korban bencana serta bantuan perbalkan rumah korban
kebekaran dan tertimpa pohon disampaikan oleh Kepala ‘Pelaksana
BPBD kepada PPKD dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah

_(3) Pertanggungjawaban: sebagaimana dimaksud ayat (1) palmg |1ambat 30
{tiga puluh) hari setclah uang diterima oleh Bendahara Pengeluaran
BPBD. -
(4) Dalam hal Bendahara Pengeluaran BPBD menerima TU dari Bendahara
. Pengeluaran PPKD pada Bulan Desember maka pertanggun.awaban
atas penggunaan dana tanggap darurat sebagaimana dunaksud ayat (2)
paling lambat telah disampaikan ' tanggal 31 Desember tahun
berkenaan. :

(5) Bendahara Pengeluaran PPKD mempertanggung]awabkan belanJa tidak
terduga sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Slstem dan
Prosedur Pcngclolaan Keuangan Daecrah. «

- BAB II1 | 3
| KEADAAN DARURAT DAN MEHDESAK
| Bagian Kesatu :

Keadaan Darurat

Pasal 12 ' N
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat |, me!akukan
pengeluaran yang belum tersedia anggar'mnya, yang selanjutnya
ditampung pada Perubahan APBD. ' ;
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat A 1) i sekurang-
kurangnya memenuh1 kriteria sebagai berikut: - o / /
; !
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Bukan merupakan keglatan normal dan aktmtas Pemerlntah
Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya o
Tidak diharapkan terjadi secara berulang. -
Berada diluar kendali dan pengaruh pemermtah daera.h ‘
Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. o
Pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan
pemerintah demi terciptanya keamanan kctentraman dan! ketertiban
masyarakat di daerah. o e

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedxa anggarannya
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belan_]a tidak
terduga.

(4) Dalam hal belanja txdak terduga tidak mencukupl d:apat dilakukan
dengan cara : i
a. Menggunakan dana dari hasil pejadwalan . ulang capalan target

kinerja program: dan kegiatan lamnya dalam tahun anggaran
berjalan, dan/atau _
b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia '

(5) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dlmaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran dari: belanja tidak
terduga ke belanja yang diperlukan SKPD dan cllfomlulasﬂcan terlebih
dahulu dalam RKA-SKPD dan/ atau RKA-PPKD kecuah untuk tanggap
darurat. , . . _ SERA
Bagian Kedua E L !

Keadaan Mendesak ' SR

.0 o

o

' Pasal 13 S L
(1) Dalam keadaan mendesak Pemerintah Daerah dapat rnelakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
ditampung pada Perubahan APBD. ‘
(2) Keduan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar ma.>yarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran hezjalan, dan
b. Keperlutan mendesak lainnya yang apabila dltunda akan
" menimbulkan keruglan yang lebih besar bagl pemermtah daerah dan
masyarakat.
(3) Kritcria keadaan mendesak sebagannana d1maksud pada ayat 1
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD. fi :

(4) Pendanaan keadaan mendesak yang belum tersedla. ahggarannya_

sebagaimana dnnaksud pada ayat 1 dapat menggunakan belanja tidak

terduga
(5) Dalam hal belanja udah terduga udak mencukupl dapat dilakukan

dengan cara :

a. Menggunakan dana dari hasil pen]adwalan ulang capalan target
program dan kegiatan lainnya dalam tahun angoaran berjalan,
dan/atau : -

- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia. i
(6) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan melakukan pergeran anggaran dari belan_}a tidak
terduga ke belanja yang diperlukan SKPD dan dxformulamkan terlebih
dahulu dalam RKA-SKPD dan atau RKA-PPKD. : %

)



- Bagian Ketiga . S
Pelaksanaan Pekerjaan Keadaan Darurat d.an Mendesak

' |
B}
s

; Pasal 14 _

(1) Untuk pelaksanaan pekcxjaan keadaan darurat’ dan mendesak Kepala
Pelaksana BPBD menetapkan cara Pengadaan Barang dan Jasa secara
Swakelola, dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa. @ . ;

(2) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan keadaan darurat Kepala

' Pelaksana BPBD dapat menunjuk PPTK dan Peclaksana Pekexjaan

'(3) PPTK sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah PP’I‘K yang memb1dang1
pekerjaan darurat.

(4) Pelaksana Pekerjaan sebagalrnana dimaksud ayat 2 sadalah unsur
Pejabat atau Staf yang menangam pekerjaan darurat tersebut pada
BPBD atau SKPD Tekms :

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pekeljaan keadaan darurat secara swakelola sebagalmana

dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Kepala Pelaksana | BPBD menunjuk

Pelaksana Pekerjaan paling lambat (2) hari setelah | ! ditetapkan

Keputusan Bupati tentang Status/Tingkat Bencana AlamI dan/atau

Bencana Sosial dan dan RKB yang telah disetujui Bupati. I

(2) Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud ayat, (1) tersebut,

dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pengguna Anggaran BPBD

dengan Pelaksana Pekerjaan.

(3) Berdasarkan SPK yang telah dibuat dan chtandat,angam |:)lt':hi Pelaksana

Pekerjaan dengan PA-BPBD, Pelaksana pekerjaan. mengajukan tagihan

dalam bentuk uang persediaan/Uang Muka Kerja kepada' bendahara
pengeluaran BPBD. .

Tl ! L

Pasal 16 . oy

(1) Karena kcterbatasan teknologi, tenaga dan . peralatan } ,pekexjaan,
pelaksanaan pekerjaan penanggulangan bencana aIam/atau bencana
sosial dapat dilaksanakan melalui kerjasama, dengan | plhak ketiga
dengan sistem penunjukan langsung sebagaimana, ’dlatur dalam
Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

(2) Untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak- ketxga sebagalmana
dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) h:a.rli ker_]a setelah
ditetapkan Keputusan Bupati tentang Status/ ngkat Bcncana Alam
dan/Bencana Sosial dan RKB yang telah disetujui Bupatl, Kepala
Pelaksana BPBD menun_]uk PPTK dan menetapkan, Rekanan/ Pihak
Ketiga yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan tenaga yang
cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan
menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pihak Ketiga.

(3) Kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kmer]a baik
sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain adalah dcngan tidak akan
mengajukan permintaan uang muka. |

(4) Opname pekerjaan dilapangan dilakukan bersama antara plhak ketiga
dengan BPBD/SKPD Teknis/PPTK, sementara proses dan admmstrasx
pengadaan dapat dilakukan secara simultan. ‘ 3

-(5) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkan SPMK thak ketiga

- wajib melaksanakan mobilisasi dan melaksanakan peker;aani

-(6) Apabila penandatangan kontrak dilakukan sebelum pekerjaan selesai

maka untuk administrasi kontrak kepada. thakI ketlga tetap

menyampaikan Janunan Pelaksanaan sesuai ketentuan l::erlaku /



by

{7) Apabila penandatangan kontrak dilakukan oetelah lser.ah terima
pekerjaan, maka untuk administrasi kontrak dapat dilak sanakan tanpa
. adanya jaminan penawaran maupun jaminan pchksanaan
(8) Kontrak dilakukan berdasarkan harga satuan, yang pembayarannya
didasarkan hasil pengukuran bersama atas: volume peker_]aan yang
benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang /3 Jasa
(10)Permintaan Dana oleh Pihak Ketiga disesuaikan dengan termm atau
kemajuan pekerjaan berdasarkan kontrak dmyatakan dalam berita
acara kemajuan pekexjaan dan d1tandatangam olch pengawas SKPD
Teknis. =
(11)Bagi kejadian bencana alam yang masuk. daiam ca.kupan Wilayah
suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dunasukkan ke
dalam Contract Change Order (CCO) dan dapat meleblhl 10% (sepuluh
persen) ; RS 5i.z|
' Pasal 17 : Lol '
Pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan dalam ranbka penceg ahan gangguan
terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah derm X tercxptanya
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dllaksanakan
dengan cara penun_]ukkan Iangsung " S

Pasal 18 1

Pelaksanaan peker]aan untuk kegiatan selain penanggulangan akibat
bencana alam dan/atau bencana sosial 'sebagaimana dlmaksud dalam
pasal 14 huruf a dan kegiatan dalam rangka penanggulangan akibat
bencana alam dan/atau bencana sosial dan keglatani dalam rangka
pencegahan gangguan terhadap stabilitas pcnyelenggaraan pemenntahan
demi terciptanya keamanan, ketentraman dan. keteruban masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 b mempedomam I Peraturan
Presiden yang mengatur tentang Pengadaan Barang/, Jasa Pu,men,ntah

Baglan Keempat |
Pertanggungiawaban : ;
o

Pasal 19

(1) Untuk peker]aan yang dilaksanakan secara swakelold dokumen asli

terhadap pembayaran upah tenaga kerja, tenaga ahh maupun
pengadaan barang dan jasa yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku disimpan oleh SKPD terkait untuk bahdn pcmenksaan
oleh aparat fungsional. !

{2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan; penggunaan keuangan
dilaporkan oleh pelaksana pekerjaan kepada Kepala’ -Dacrah sesuai
dengan Peraturan Kepala Daerah: yang rnengatur 31stem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah. , AR

BAB IV :
KETENTUAN LAIN-LAIN :

: Pasal 20 ' '
(1) Penggunaan belan_]a tidak terduga tidak dxperkenankan untuk belanja
yang sifatnya adminisrtasi umum dan kebutuhan perkantoran
(2) Dalam hal keadaan darurat dan mendesak terjadi setelah dltctapkannya
perubahan APBD, pemerintah daerah dapat mclakukan pcngeluaran
yang belum tesedia anggarannya, dan. pengeluaran tersebut
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. == = . wi
(3) Apabila penanganan keadaan darurat dan mendesa}; mcnggunakan
dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target program dan kegiatan
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‘: -~ ° lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang
" - kas yang tersedia maka terlebih dahulu meminta persetujuan pimpinan
| - DPRD dan tidak dlperlukan surat pembentahuan kcpada Punpman
' ' DPRD. .
: BABV D o l
' KETENTUAN PENUTUP A
_ Pasal 21 S
(1) Hal-hal yang belum: diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai
_ pelaksanannya diatur oleh Kepala BPKAD.
- {2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal dn.mdangkan

Agar setxap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan
‘Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah | Kabupaten
Bombana. : : _ .
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